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e Mengingat

. a bahwa dalam rangka pelaksanaan

bahwa untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan

WALI KOTA PALU,

akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana Bantu B
Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Sekolah

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).‘ R
Negeri se-Kota Palu, perlu dilakukan proses verifikasi
dan rekonsiliasi secara transparar dan bertanggung
jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan,;

rekonsiliasi penerimaan dan pertanggungjawaban 4
dana BOS yang dikelola oleh Sekolah Dasar dan a
Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Palu, perlu |
membentuk tim;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim
Verifikasi dan Rekonsiliasi  Penerimaan dan
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Negeri Se-Kota Palu Tahun 20 19;

.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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- 'Standar Akuntansi Pemerin ahan (
Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembara Negara Republik Ind nes

5165);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dat e
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana
Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 359
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
Di Daerah; 4

7.Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 '
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah |
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah i
Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan 4
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang &
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1S5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer:
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tah
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. Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri Se-Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.

. Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan verifikasi penerimaan dana BOS Pusat SD
dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2019;

2. melakukan verifikasi pertanggungjawaban
pengeluaran dana Bos Pusat SD dan SMP
berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2019;

. melakukan rekonsiliasi saldo kas dana Bos Pusat SD
dan SMP Negeri Tahun Anggaran 2019;

. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja dana Bos
Pusat SD dan SMP  yang menghasilkan asset
tetap;dan

5. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan,

: Tim Verifikasi dan Rekonsiliasi dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
KepumsanmldibebankankepadaAnggamnPenda
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Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan dz
Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan As
Daerah Kota Palu

I Anggota © L. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan k

. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palu

2. Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Penerimaan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Palu

3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palu

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

i Dinas Pendidikan Kota Palu

| S. Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset

| Daerah Kota Palu e

| 6. Staf Dinas Pendidikan Kota Palu

a.n. WALI KOTA/ PAL 3
SEKRETARIS DAERAH
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